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Fungsi pengawasan pada intinya merupakan wewenang DPRD yang 

kemudian dilakukan oleh anggota DPRD dalam wadah berupa komisi atau 

panitia khusus. Implementasinya sudah dilegalkan dan diatur dalam Pasal 5. 

Lebih jauh lagi, apabila komisi atau panitia khusus membutuhkan kolaborasi 

dari instansi lain, maka diperbolehkan dilakukan kerja sama. 

Praktik pengawasan pemerintahan yang menjadi fungsi dari DPRD, 

termaktub dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2015. Lebih rinci 

lagi, pada Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal-Pasal khusus yang 

mengulas 10 bahasan utama. 
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